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SALINAN 

BUPATI KAMPAR 
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PERATURAN BUPATI KAMPAR 
NOMOR 19 TAHUN 2023 

TENTANG 

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI KAMPAR NOMOR 26 TAHUN 
2022 TENTANG RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH 

KABUPATEN KAMPAR 
TAHUN 2023 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 
BUPATI KAMPAR, 

Menimbang : a. bahwa sehubungan dengan Perubahan Rencana Kerja 
Pemerintah Daerah Tahun 2023 terjadi pergeseran 
kegiatan antar Perangkat Daerah, Perhapusan 
kegiatan, penambahan kegiatan baru/kegiatan 
alternatif, p enamb ahan atau pengurangan target 
kinerja dan pagu kegiatan, serta perubahan lokasi dan 
kelompok sasaran kegiatan yang menyebabkan saldo 
anggaran lebih anggaran sebelumnya harus 
digunakan untuk tahun berjalan, dan/atau keadaan 
darurat dan keadaan luar biasa sebagaimna 
ditetapkan dalam peraturan Perundang-undangan, 
maka perlu Perubahan Rencana Kerja Pemerintah 
Daerah Kabupaten Kampar Tahun 2023; 

b. bahwa berdasarkan perubahan Rencana Kerja 
Pemerintah Daerah Kabupaten Kampar Tahun 2023 
disusun sebagai landasan untuk penyusunan 
Kebijakan Umum Perubahan Anggaran Pendapatan 
Belanja Daerah Kabupaten Kampar Tahun 2022 dan 
Prioritas Plafon Anggaran Sementara Perubahan 
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten 
Kampar Tahun Anggaran 2023; 

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana 
dimaksud huruf a dan huruf b diatas, perlu 
menetapkan Peraturan Bup ati tentang Perubahan 
Atas Peraturan Bupati Kampar Nomor 26 Tahun 2022 
tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten 
Kampar Tahun 2023. 



Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik 
Indonesia Tahun 1945; 

2. Undang-undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang 
Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten Dalam 
Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 
Nomor 25); 

3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang 
Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2003 Nomor, 47 Tambahan Negara Nomor 4286); 

4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang 
Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2003 Nomor, 47 Tambahan Negara Nomor 4286); 

5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang 
Perbendaharaan Negara (Lembaran Republik Indonesia 
Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara 
Nomor 4355); 

6. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem 
Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, mtambahan 
Lembaran Negara Nomor 4421); 

7. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana 
Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005 - 
2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 
Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 4700); 

8. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang 
Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana 
telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-
undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua 
Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang 
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 6856); 

9. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang 
Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah 
diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 
2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah 
Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 
Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 6402); 



10. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang 
Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322); 

11. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2020 tentang 
Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional 
Tahun 2020-2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2020 Nomor 10); 

12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 
tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita 
Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036), 
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri 
Dalam Negeri Nomor 120 tahun 2018 tentang perubahan 
atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 tentang 
Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara 
Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157); 

13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 
tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan 
Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi 
Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana 
Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana 
Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata 
Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang 
Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah 
Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita 
Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312); 

14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 
tentang Sistem Informasi Pemerintah Daerah (Berita 
Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114); 

15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 
tentang Kiasifikasi, Kodefikasi, Dan Nomenklatur 
Perencanaan Pembangunan Dan Keuangan Daerah 
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 
1447); 

16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 
tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah 
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 
1781); 

17. Peraturan Daerah Provinsi Riau Nomor 12 Tahun 2017 
tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Provinsi Riau 
Nomor 9 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan 
Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Provinsi Riau Tahun 
2005-2025 (Lembaran Daerah Provinsi Riau Tahun 2017 
Nomor 12 dan Tambahan Lembaran Daerah Provinsi 
Riau Nomor 12); 

18. Peraturan Daerah Provinsi Riau Nomor 3 Tahun 2019 
tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah 
Daerah Provinsi Riau Tahun 2019-2024 (Lembaran 
Daerah Provinsi Riau Nomor 3 Tahun 2019 clan 
Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Riau Nomor 3); 



19. Peraturan Daerah Kabupaten Kampar Nomor 20 
Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka 
Panjang Daerah Kabupaten Kampar Tahun 2005-2025 
(Lembaran Daerah Kabupaten Kampar Tahun 2007 
Nomor 20); 

20. Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan 
dan Susunan Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten 
Kampar (Lembaran Daerah Kabupaten Kampar Tahun 2016 
Nomor 6) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah 
Kabupaten Kampar Nomor 5 Tahun 2019 tentang Perubahan 
Atas Peraturan Daerah Nomor 6 tahu 2016 tentang 
Pembentukan dan Susunan Organisasi Perangkat Daerah 
Kabupaten Kampar (Lembaran Daerah Kabupaten Kampar 
Tahun 2019 Nomor 5); 

21. Peraturan Bupati Kampar Nomor 9 Tahun 2022 tentang 
Rencana Pembangunan Daerah Kabupaten Kampar Tahun 
2023-2024 (Berita Daerah Kabupaten Kampar Tahun 2022 
Nomor 9 Tahun 2022); 

22. Peraturan Bupati Bupati Kampar Nomor 26 Tahun 
2022 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah 
Kabupaten Kampar Tahun 2023 (Berita Daerah 
Kabupaten Kampar tahun 2022 Nomor 26) 

MEMUTUSKAN: 

Menetapkan: PERATURAN BUPATI KAMPAR TENTANG PERUBAHAN 
ATAS PERATURAN BUPATI KAMPAR NOMOR 26 TAHUN 
2022 TENTANG RENCANA KERJA PEMERINTAH 
DAERAH KABUPATEN KAMPAR TAHUN 2023 

Pasal 1 

Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, yang selanjutnya 
disingkat P-RKPD, merupakan dokumen perencanaan daerah 
yang mempunyai kedudukan yang strategis untuk menjembatani 
antara perencanaan strategis jangka menengah dengan 
perencanaan dan penganggaran tahunan serta sebagai landasan 
Penyusunan Kebijakan Umum Perubahan APBD (KUPA) dan 
Perubahan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (P-PPAS) untuk 
Menyusun Rancangan Perubahan Anggaran Pendapatan dan 
Belanja Daerah (R-PAPBD) Kabupaten Kampar Tahun Anggaran 
2023. 

Pasal 2 

Perubahan RKPD Kabupaten Kampar Tahun 2023 lebih lanjut 
dirinci dalam lampiran yang merupakan satu kesatuan yang tidak 
terpisahkan dari Peraturan Bupati mi terdiri dan: 



Bab I. Pendahuluan 
Bab II. Evaluasi Hasil Triwulan II Tahun 2023 
Bab III. Kerangka Ekonomi dan Keuangan Daerah 
Bab IV. Sasaran dan Prioritas Pembangunan Daerah 
Bab V. Rencana Kerja dan Pendanaan Daerah 
Bab IV. Penutup 

Pasal 3 

Pada saat Peraturan Bupati mi mulai berlaku, maka semua 
ketentuan sebelumnya yang mengatur Pelaksanaan Renja 
Perangkat Daerah Kabupaten Kampar dinyatakan tidak 
berlaku 

Pasal 4 

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Bupati mi 
sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya akan 
ditetapkan dengan keputusan bupati. 

Pasal 5 
Peraturan Bupati mi mulai berlaku pada tanggal 
diundangkan 

Agar Setiap orang mengetahuinya, memerintahkan 
pengundangan Peraturan Bupati mi dengan penempatannya 
dalam Berita Daerah Kabupaten Kampar. 

Ditetapkan di Bangkinang 
pada tanggal 7 Agustus 2023 

Pj. BUPATI KAMPAR, 

ttd 

MHD. FIRDAUS 

Diundangkan di Bangkinang 
pada tanggal 7 Agustus 2023 
Pj. SEKRETARIS DAERAH 
KABUPATEN KAMPAR, 

ttd 

RAMLAH 

BERITA DAERAH KABUPATEN KAMPAR TAHUN 2023 NOMOR 19 
Siari e ai dengan aslinya 
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